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Jakarta – Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dibenarkan merangkap
jabatan atau melaksanakan tugas sebagai pengacara atau advokat. Hal tersebut
tertuang secara jelas dan pasti dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang
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Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Ketentuan larangan bagi ASN
menjalankan tugas sebagai advokat tersebut berbunyi: “(1) Untuk dapat diangkat
menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) warga negara
Republik Indonesia; (b) bertempat tinggal di Indonesia; (c) tidak berstatus
sebagai pegawai negeri atau pejabat negara; (d) berusia sekurang-kurangnya 25
(dua puluh lima) tahun; ...” [1] [2]

Untuk dapat melakukan tugas dan/atau fungsi advokat, seseorang haruslah
melalui proses pengangkatan sebagai Advokat dan wajib menjadi anggota
organisasi Advokat. Hal itu dijelaskan dalam UU Advokat pada Pasal 30 ayat (1)
dan (2). Berdasarkan ketentuan ini, maka seorang ASN tidak mungkin dapat
menjalankan tugas atau pekerjaan sebagai Advokat, baik di dalam pengadilan
maupun di luar pengadilan, jika tidak diangkat sebagai Advokat oleh Organisasi
Advokat yang menaunginya. Berdasarkan ketentuan ini pula, jika ada ASN yang
boleh melaksanakan tugas dan/atau pekerjaan sebagai Advokat setelah melalui
pengangkatan sebagai Advokat, hal itu berarti ASN tersebut bersama organisasi
advokat yang mengangkatnya telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3
ayat (1) huruf (c) UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Namun, peraturan sebagaimana diuraikan di atas ini tidak berlaku bagi oknum
ASN berinisial DP, yang bekerja di Universitas Samratulangi (Unsrat) Manado.
Berdasarkan pemantauan lapangan di Pengadilan Negeri (PN) Manado, oknum
DP yang bergelar SH, MH ini tertangkap mata telah menjadi dan bertindak
sebagai advokat bagi seorang dosen Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unstrat, Mariam
L. M. Pandean, yang menjadi terdakwa di PN Manado dalam kasus fitnah dan
pencemaran nama baik [3].

Sebagaimana diketahui, seorang dosen Bahasa Indonesia FIB Unsrat, Mariam
Pandean, sempat diseret ke meja hijau atas pengaduan seorang koleganya
dosen Bahasa Jepang di fakultas yang sama, Stanly Monoarfa, dengan dakwaan
pelanggaran pidana Pasal 27 UU ITE dan Pasal 311 KUHPidana. Walaupun
fakta persidangan menunjukan bahwa dakwaan JPU dari Kejari Manado dapat
dibuktikan secara sah dan meyakinkan, namun Majelis Hakim berpendapat lain,
dan membebaskan Mariam Pandean dari segala tuntutan JPU dengan putusan
bebas.

Kembali kepada oknum ASN berinisial DP yang menjadi Advokat bagi terdakwa
Mariam Pandean, hal ini perlu dipertanyakan dan dikaji ulang oleh para
pemerhati hukum dan pencari keadilan. Keberadaan oknum DP yang hadir dan
duduk di kursi jajaran advokat di ruang persidangan (bukan di kursi penonton) di
setiap persidangan kasus Mariam Pandean selama kasus itu bergulir di
persidangan, menjadi bukti faktual bahwa ASN tersebut telah melakukan
pelanggaran atas Pasal 3 ayat (1) huruf (c) UU Nomor 18 tahun 2003. Tidak
hanya itu, saat menghadiri persidangan dan duduk di kursi advokat, oknum DP
juga mengenakan pakaian khusus advokat yakni memakai baju toga layaknya
seorang pengacara yang sedang bersidang di peradilan kasus pidana.

Atas pelanggaran perundangan yang dilakukan oleh oknum DP itu, semestinya
organisasi advokat, khususnya yang menaungi atau memberikan lisensi beracara
bagi yang bersangkutan –jika ada organisasi advokat yang menaungi yang
bersangkutan–, memberikan sanksi tegas sebagaimana tertuang dalam Pasal 6
huruf (e) UU Advokat. Isi Pasal 6 huruf (e) dimaksud berbunyi: "Advokat dapat
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dikenai tindakan dengan alasan: ... (e) melakukan pelanggaran terhadap
peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela; ..."

Sanksi yang dapat diberikan kepada yang bersangkutan dapat berupa teguran
lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga)
sampai 12 (dua belas) bulan, hingga pemberhentian tetap dari profesinya. Hal ini
sesuai ketentuan yang termaktub dalam pasal 7 ayat (1) UU Advokat.

Berdasarkan fakta di persidangan, pada persidangan pertama Majelis Hakim
telah mengingatkan oknum ASN DP untuk hadir hanya sebagai penonton atau
pemantau persidangan, dan tidak memposisikan diri sebagai advokat bagi
terdakwa Mariam Pandean. Namun yang terjadi di sidang-sidang selanjutnya,
hingga pada sidang terakhir pembacaan putusan, oknum DP yang konon katanya
ditugaskan oleh LBH Universitas Samratulangi itu bertindak seolah-olah sebagai
pengacara bagi terdakwa Mariam Pandean.

Berdasarkan fakta tersebut, maka oknum DP ini dapat diperkarakan atau
dilaporkan ke pihak berwajib dengan dugaan pelanggaran pidana sebagaimana
diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. “Setiap orang
yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak
seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah.” Demikian
bunyi ancaman pidana Pasal 31 UU Advokat dimaksud.

Pelanggaran UU Advokat oleh oknum ASN DP ini sesungguhnya dapat dicegah
apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara 152/Pid.Sus/2021/PN Mnd di
PN Manado bekerja secara profesional, adil, dan netral terhadap para pihak yang
disidangkan. Namun, sangat disayangkan bahwa secara faktual di persidangan,
Majelis Hakim yang diketuai Djamaludin Ismail, SH., MH bersama Hakim
Anggota Relly Behuku, SH dan Maria Sitanggang, SH., MH terkesan tutup mata
dan membiarkan oknum DP terus ikut bersidang bersama terdakwa dari awal
hingga putusan dijatuhkan terhadap terdakwa.

Selain harus menjadi perhatian bagi para pengurus Organisasi Advokat di
Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara, fenomena oknum ASN Unsrat yang
diutus menjadi pengacara bagi terdakwa Mariam Pandean itu selayaknya
dijadikan masukan bagi Komisi Yudisial untuk menilai profesionalitas dan perilaku
hakim di PN Manado, khususnya yang menyidangkan perkara
152/Pid.Sus/2021/PN Mnd. Fakta itu telah menjadi bukti nyata bahwa
pelanggaran hukum dan perundangan terjadi dengan terang-benderang di depan
mata para hakim, namun mereka tutup mata, atau minimal mereka awam alias
tidak kompeten untuk menilai pelanggaran tersebut. Keawaman majelis hakim itu
–jika benar mereka tidak paham UU Advokat– telah membawa nasib buruk bagi
warga negara, Stanly Monoarfa dan keluarganya, yang sedang terzolimi oleh
mantan terdakwa Mariam Pandean. (WIL/Red)

Catatan:

[1] Dapatkah PNS menjadi kuasa hukum dalam sebuah perkara?;
https://hukum.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/53.



[2] Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

[3] Hasil investigasi lapangan melalui korban, pengacara, dan wartawan.


